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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta data yang didapatkan
olen penulis mengenai pertanggung jawaban Pelaku Usaha terhadap
kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada konsumen pangan
jajanan anak diluar lingkungan sekolah dasar yaitu tanggung pelaku usaha
masih kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Dalam
prakteknya, sebagian besar pelaku usaha tidak memperhatikan kebersihan baik
dari dalam diri pelaku usaha tersebut maupun kebersihan lingkungan
sekitarnya yang mengakibatkan pangan jajanan jadi tercemar. Masih banyak
pula pelaku usaha yang tidak tahu dan tidak memahami tentang kewajiban-
kewajibannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang apa
yang harus dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan, sehingga masih
banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat dalam memperdagangkan
pangan jajanan anak.
B. Saran
Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan
saran terhadap Pelaku usaha, Masyarakat dan Pemerintah sebagai berikut:
a. Pelaku usaha
- Pelaku usaha diharapkan menjaga kebersihan baik dari diri pelaku
usaha itu sendiri maupun lingkungan tempatnya berjualan.

Menyediakan tempat untuk mencuci tangan setiap kali hendak
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menangani makanan, menyiapkan makanan dengan menggunakan
alat perlengkapan atau dengan menggunakan alas tangan.
Diharapkan adanya kesadaran yang tinggi dari Pelaku usaha agar
menjual pangan jajanan dengan standar atau aturan-aturan yang
telah ditentukan, kesadaran akan pentingnya kesehatan
konsumennya.

Diharapkan juga bagi Pelaku usaha untuk inisiatif mencari
informasi dan mengikuti penyuluhan yang berkaitan dengan
pangan jajanan anak sekolah untuk menambah pengetahuannya

tentang pangan jajanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi.

. Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini meliputi Orang Tua, Anak, dan Guru,
yang diharapkan untuk selalu memberitahu dan menjelaskan
adanya bahaya-bahaya yang terkandung dari jajanan-jajanan yang
tidak aman untuk dikonsumsi.

Mengajarkan kepada anak-anak untuk memilih jajanan yang sehat,
yang baik, dan yang aman untuk dikonsumsi bagi tubuh.

Bagi Orang Tua diharapkan untuk aktif mencari informasi yang
berkaitan dengan pangan jajanan anak sekolah.

Diharapkan kepada para Guru untuk meningkatkan pengawasan
terhadap anak muridnya serta mengikuti kebijakan yang dibuat
oleh pihak sekolah mengenai pangan jajanan anak sekolah.

keamanan pangan jajanan anak di sekolah baik itu dalam maupun
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luar lingkungan sekolah menjadi lingkup yang menjadi tanggung
jawab pihak sekolah, dengan Kepala Sekolah sebagai pimpinan
pengawasan pangan jajanan anak di dalam maupun luar lingkungan
sekolah.

Perlu adanya peningkatan pengetahuan siswa sebagai konsumen
makanan jajanan tentang keamanan pangan terhadap jajanan

sekolah.
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